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ABSTRAK

Penclitian ini membahas tentang implementasi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Fokus utama
penelitian ini adalah mengkaji tingkat kepatuhan implementor, efektivitas
koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan keterlibatan aktor dalam
implementasi kebijakan pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RPJPD belum
optimal ditandai dengan lemahnya koordinasi antar OPD, hierarki pelaksanaan
yang belum jelas, serta kesulitan dalam mengaitkan program tahunan dengan target
jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan
sinergi antar pemangku kepentingan, sistem pemantauan yang lebih efektif, serta
kebijakan berbasis data dalam mendukung perencanaan pembangunan
berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, RPJPD, Perencanaan Pembangunan,
Ogan Komering Ulu Selatan, Evaluasi Kebijakan

NIP. 196201051988032004

Indralaya, 13 Maret 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik
)/-‘ﬁﬁiltas 1lmu Sosial dan Ilmu Politik
/7 V" 'Umversitas Sriwijaya
/ ‘\.\“ ..\,\’_*in'/;;,‘:

< e
TRy o e —

,

4 URU> .\ @
OrinisTRAS

\'Dr. M N} Budivanto, S.Sos.. MPA
NTP-196911101994011001

Vi



ABSTRACT

This study examines the implementation of the Regional Long-Term
Development Plan (RPJPD) of Ogan Komering Ulu Selatan Regency based on the
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 86 of 2017. The main focus of
this study is to examine the level of compliance of implementers, the effectiveness
of coordination between Regional Government Organizations (OFPDs), and the
involvement of actors in the implementation of regional development policies. This
study uses a qualitative approach using interview, observation, and document
analysis techniques. The results of the study indicate that the implementation of the
RPJPD has not been optimal, which is characterized by weak coordination between
OPDs, an unclear implementation hierarchy, and the difficulty of aligning annual
programs with long-term targets. To overcome these problems, it is necessary (o
increase stakeholder synergy, build a more effective monitoring system, and adopt
data-based policies to support sustainable development planning.

Keywords : Policy Implementation, RPJPD, Development Planning, South
Ogan Komering Ulu, Policy Evaluation
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang baik dan berkelanjutan merupakan landasan utama dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan lingkungan. Dalam konteks
global, agenda Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan rumusan
untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan
ekonomi saja, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, infrastruktur, dan
aspek lainnya. Hal ini penting karena tantangan pembangunan di era modern
semakin kompleks, meliputi persoalan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan,
dan perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan masa depan.

Pembangunan pada hakikatnya dapat dilaksanakan atas dasar perencanaan,
karena perencanaan yang baik dapat menjadi awal dari kegiatan pembangunan
daerah yang berkelanjutan. Dengan perencanaan yang baik, sasaran yang tepat akan
mendorong terlaksananya perencanaan yang lebih optimal sehingga terciptalah
pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan sebagai suatu proses yang
berkesinambungan yang meliputi keputusan atau pilithan berbagai alternatif
pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang
(Joko Pramono, 2020).

Sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional diterbitkan, nomenklatur yang digunakan dalam proses
perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



(RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau disingkat
BAPPERIDA merupakan lembaga teknis daerah di bidang perencanaan dan
pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diketuai oleh
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Kedudukan BAPPERIDA merupakan unsur pendukung urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah. BAPPERIDA mempunyai tujuan utama yang harus dicapai salah satunya
adalah meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu,
partisipatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan Nasional.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah disusun sebagai penjabaran dari tujuan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah OKU Selatan berupa visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang visioner
serta memuat hal-hal yang fundamental. Sehingga memberikan kemudahan bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan
tahunan. OKU Selatan dalam melaksanakannya sebagai penyelenggara
pemerintahan untuk memenuhi amanat sebagaimana dirumuskan dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut



berisi kegiatan pembangunan yang terus menerus tanpa henti, dengan cara
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.
Penyelenggaraan upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan
masa Kkini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi
kebutuhannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berfungsi sebagai
pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan,
bertahap, dan berkesinambungan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
RPJPD digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen seperti Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima
tahun, dan program tahunan yang lebih rinci (Andrias, 2024).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) OKU Selatan
Tahun 2005-2025 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Bahwa
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan
meliputi :

a. Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.



Berdasarkan peraturan tersebut, salah satu evaluasi pelaksanaan yang

dilakukan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-

2025 OKU Selatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan

program Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan periode 2005-2025.

Terkait dengan kebijakan nasional dan kebijakan serta pembangunan provinsi

merupakan aspek penting dalam evaluasi RPJPD 2005-2025. Hasil evaluasi

RPJPD 2005-2025 OKU Selatan tahun 2005-2025 akan sangat menentukan tindak

lanjut perencanaan pembangunan OKU Selatan di masa yang akan datang.

Adapun hubungan keterkaitan penyusunan RPJPD dengan penyusun lainnya

pada level daerah maupun level pusat dapat digambarkan dalam bentuk bagan

berikut ini ;

Gambar 1 Hubungan Keterkaitan RPJPD dengan Penyusunan Lainnya
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Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang telah peneliti lakukan,
dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang di
OKU Selatan terdapat beberapa tahapan yang telah dilaksanakan di BAPPERIDA,
mulai dari melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD, menyusun
rencana awal, menyusun rencana, melaksanakan Musrenbang, down dan bottom
up (berupa usulan dari pemerintah pusat), merumuskan rencana akhir, menetapkan
usulan tersebut kemudian dihimpun dalam bentuk rencana kerja OPD, kemudian
tahap selanjutnya OPD membuat forum perencanaan kemudian menginput rencana
dan program kerja apa saja yang telah diusulkan saat Musrenbang, setelah forum
perencanaan dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah menyeleksi rencana apa saja
yang menjadi sasaran utama pembangunan yang kemudian dituangkan dalam
penyusunan rencana akhir untuk diajukan kepada Kepala Daerah guna diolah dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Jika dijabarkan di bawah ini alur perencanaan

pembangunan daerah jangka panjang di BAPPERIDA OKU Selatan :

Gambar 2 Alur Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah di
BAPPERIDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
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Tahapan dan proses penyusunan RPJPD dinyatakan oleh staf fungsional dari
bidang PPEPD di BAPPERIDA OKU Selatan, Ibu Olga Mardisadora. Beliau

mengatakan :



“Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang
OKU Selatan Tahun 2005-2025 juga dilakukan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan
tematik, holistik, integratif dan spasial dengan menggunakan
metode studi pustaka, informasi stakeholder perencana
pembangunan dalam rapat umum maupun wawancara dengan
tokoh masyarakat yang dipandang perlu dalam memetakan
keinginan masyarakat baik dari bentuk maupun kondisi OKU
Selatan itu sendiri”. (interview, Olga Mardisadora,05/09/2024).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada saat pra riset, ditemukan
adanya beberapa permasalahan atau kendala dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu kesulitan memproyeksikan
jangka panjang dalam pengumpulan data terkait indikator kinerja untuk 20 tahun
kedepan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dinamis dapat
membuat proyeksi 20 tahun ke depan menjadi tidak pasti. Faktor-faktor seperti
perubahan iklim, perkembangan teknologi, demografi, dan ekonomi global sering
kali sulit diprediksi dengan tepat. Kemudian kurangnya data yang berkualitas di
banyak daerah dikarenakan dokumen yang diperlukan hilang, belum tersedia atau
tidak lengkap. Ketersediaan data yang akurat sangat penting untuk menghasilkan
proyeksi yang realistis.

Kendala yang dihadapi berikutnya yaitu aturan yang tidak konsisten antara
Permendagri 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas serta
Menteri Dalam Negeri sehingga terjadinya tumpang tindih kebijakan dimana
Permendagri 86 Tahun 2017 mengatur mengenai tata cara penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah, namun terbitnya Surat Edaran Bersama Kepala
Bappenas dan Menteri Dalam Negeri menunjukan pedoman tambahan yang
kadang-kadang tidak selaras dan memunculkan kebingungan. Kendala yang
dihadapi berikutnya yaitu belum ditetapkannya Undang-Undang RPJPN serta RPJP

Provinsi Sumatera Selatan, yang dapat menjadi risiko ketidaksinkronan antara



kebijakan Daerah dengan kebijakan Nasional dan Provinsi. Hal tersebut
menyebabkan penyusunan RPJPD semakin kompleks dan rentan terhadap
ketidakselarasan kebijakan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu hal serupa turut terjadi di instansi lain
seperti didalam penelitian yang dilakukan oleh Lola Fitria Sari, Maizul Rahmiza,
Yulina Eliza dan Gerry Hamdani Putra dengan judul penelitian “Pengembangan
Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat”. Penelitian tersebut juga
mengungkapkan bahwa dalam penyusunan RPJPD terdapat permasalahan seperti
ketidaklengkapan data laporan kinerja 20 tahun sebelumnya sehingga menjadi
keluhan oleh para tim penyusun RPJPD. Hal tersebut terjadi karena adanya
renovasi, atau tidak disiplinnya para pegawai dalam mengarsipkan dokumen (Lola
Fitria Sari et al., 2023).

Solusi dari permasalahan yang dihasilkan dari wawancara diatas adalah
dengan mengembangkan atau memperbarui sistem informasi yang terintegrasi
untuk mengelola data dari berbagai sektor, melakukan upaya pendekatan antara
Permendagri 86 Tahun 2017 dan surat edaran bersama yang baru terbit. Pemerintah
pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas perlu berkoordinasi
untuk menetapkan prioritas aturan, terutama terkait dokumen perencanaan jangka
panjang. Kemudian Pemerintah daerah harus meningkatkan komunikasi dan
koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai perkembangan penetapan RPJPN.
Dengan demikian, meskipun dokumen belum resmi ditetapkan daerah tetap dapat
menyelaraskan arah kebijakan yang akan dimasukkan dalam RPJPD, sehingga

dalam penyusunan RPJPD dapat menggunakan acuan sementara seperti



menggunakan dokumen perencanaan sebelumnya atau dokumen transisi yang
sudah tersedia yang menjadi panduan awal hingga RPJPD resmi ditetapkan.
Adanya permasalahan atau kendala dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tidak menjadi halangan bagi
BAPPERIDA OKU Selatan untuk melakukan perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan dengan prinsip bahwa indikator capaian kinerja harus mampu
menghasilkan peningkatan nyata bagi pembangunan daerah. Berdasarkan uraian
dan data di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2) tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 OKU

Selatan‘.

1.2 Perumusan Masalah

Keterbatasan data dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) menyebabkan sulitnya melakukan proyeksi pembangunan 20
tahun mendatang dalam kondisi yang dinamis. Terdapat ketidakkonsistenan antara
Permendagri 86 Tahun 2017 dengan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas yang
memicu terjadinya kerancuan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pencapaian Indikator
Kinerja pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama periode 2005-
2025 berdasarkan Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat

(2) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) OKU Selatan

.



1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
capaian indikator kinerja pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
selama periode 2005-2025 berdasarkan Implementasi Permendagri No. 86 Tahun
2017 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) OKU Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan
perencanaan pembangunan daerah selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi acuan
terkait implementasi kebijakan pembangunan daerah, serta capaian kinerja untuk
mendukung pembangunan daerah jangka panjang.
1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran
bagi Badan Penelitian dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPERIDA) OKU Selatan dalam mengembangkan perencanaan pembangunan
daerah, serta penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan
dalam pencapaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD)
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